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Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan sembilan tahun dua nbu dua puluh lima

(0s-09-2025) cliadakan kontrah Ker,a Sama pelaksanaan pelatihan Pembela-jaran

Mendalam untuk peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara'

Kontrak Kerja Sama

ANTARA

Muhamm ad Irarvan PrasetY'o

1 98606 17201404 I 003
Pejabat Pembuat Koniitinen (PPK)

:Jaian Ga-iahmada No 173 Jempong Bar-u'

Sekarbela. Kota Mataram, NTB, Kode Pos 831 16

Kec-

I Nama
NTP

iabatan
Alarnat

Kec.

Bertindak untuk dan atas nama Baiai Gtru dan Tenaga Kependidikan (BCTK)

provinsi Nusa'I'enggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang

selanjutnya disebut PIHAK KESATU'
Z. Nama : Muslimin, S'Pd

Jabatan . KePala Sekolah

Alamat : Solong Ds' Pesanggrahan
Mt. Gading-Lotirn

Bertrndakuntukdanatasnamapeserta(-SMPN3SIKUR),.Yang
selar-rjutnya di sebut PI I{A K KEDUA'

I-h:tuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK I"EDUA secara bersan:a-san:a

clisebut PARA prnar< dengan terlebih dahtrlu me-nerangkan bahrva:

"1,. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan l)irektorat

Jenderal (iuru, Tenaga Kependidikan dan Pendiclikan Guru selaku PPK'

2.PIHAKKEDUAtnerupakanKepala/pinrpinan(Kepalasekoiah)



Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama teutang Pelaksanaan Pelatillarl

Pembelajaran Mendalanr (Pelatihan PM) bagi Kepaia Sekolah dan Guru, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Pasal l
Maksud dan Tuiuan

[1,] Kontrak Ker,ia Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung iawab
bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah
l^'^ 1-1,,-,-,\tdrr \J L-tr Lt.

[2J Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi pengei,:laan
dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruairg lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:
a. Pembiayaan pelt)-elenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru,
h. Pemanfaatan sumber da-va yang dimiliki PARA PIFIAK.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran
^ C^+..^- D^-,J:l:1-^- DA I Tn eI D l^- DI\IE ,^^^+ I\rf^-.{^&^-1,-- 1 -^-^.^^ I.^*^14a. SAtUAIt I-CiiUiUiKaii i'..1,(jiJ, DLlf Liiiil i-i\r ijapat lvlC,llt'idlLil-ll\cul I tJldllell, l\EPcttct

sekolah dan2 orang guru
b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orarrg Kepala Sekolah, satu Guru

Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah
c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan i orang Sepala

Sekolah dan 3 guru dengan mmpun MIPA, IPS dan Humanioralferapan

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jau,ab

1ij PIHAK KESAI"Li mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. lnen-vusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBP Fungsional Pelatihan

Ph4 bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari kcmponen biaya
pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja



lasa prot'esi sebagai pembentuk tarif PNBP Fungsional. Komponen btaya

tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akonrodasi, dan konsurnsi;

b. menyusun RAB pembiayaan di luar konrponen PNBP Fungsional atas

layanan PNBP bagi Kepala Sekolah dan Guru -vang meliputi antara lain

belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, perrgaiar dan panitia serta

per-jalanan clinas dan akomodasi (-jika diperlukan) bagi penceramah,

pengajar dar: panitia. Bia;ra pelatihan di luar komponen PNBP Fr-rngsronal

atas layairarr PNBP akan disetorkan oieh PIHAK KEDUA ke rekening

RP{-;
c. ii:einbuka i-ekening penerii-iraan Pi.iBP dan rekening RPL yaiig digunakai-r

untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksr-rd pada pasal ;l ayat ( I )
huruf a dan b dari PIHAK KEDt.tA.

d. melakukan proses pen.vetoran ke Kas Negara atas kompotren PNBP

Fungsii;ual dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses

pencairan/pengelolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA;
e. melakukan pernbayaran untuk biaya sebagain-rana dimaksud pada pasal ;l

e;zat ( I ) huruf b melalui rekening R PI-.

f. nrenyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai

dengan struktur program yang telah ditetapkan,
g. menyiapkar-r dan menyampaikan kuitansi tanda terima pernbayaran biaya

Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIFIAK KEDUA;
h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala

Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan

i. ivicirgatlriiiiii>ii'asil'air dair rireti-r'iittpatt selr.iirrli bu[ii
pertanggungiau'aban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru.

i2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. mengaiokasikan oiaya Peiatihan PM bagi Kepaia Sekciah dan Guru yang

meliputi tarif PNBP Fungsional dan biaya di luar komponen PNBP
Fungsional atas layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang disepakati
oleh PARA PIHAK;

b. melakukan pembayaran komponen peadanaan PNBP fungsional dan
Komponen Ci luar PNBP Fungsional kepada PIFIAK KESATU melalui
Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan
ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK KESATU melalui
rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);,

c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk transport dan
penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru, sesuai
kebutuhan kegi atan d an ketersed i aan anggar an;

d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran braya Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan



e" menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagr Kepala Sekolah dan

Gnru dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
Pembiayaan

l1l Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagr Kepala Sekolah dan Guru
berasal clari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kiner.lal BOS Reguler
clengan mekantsrne PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;

[2) Bia.va peiatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomodasi dan

transportasi peserta yang akan clitanggung oleh Dana BCS Kineqia/ BOS

Reguler

[3J Besaran totai keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru

sebagaimana dimaksud pada pasai 5 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp

9.026. i00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya PNBP Fungsionai lrang akan disetorkan ke kas negara sebesar Rp

3i16550

h. Bia1,a di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar Rp

5 70q 4-i0

Pasal 6
'Iata Cara Pemba-varan

[1j PII{AK KEDUA u.'ajib membayar lunas biaya peiaksanaan Pelatihan PM bagi
Kepala Sekoiah dan Guru dengan mekanisnre PNBP firngsional dan komponen
di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalr-ri tratrsfer ke rekening
bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : 8658150202481203
Bank : Mandiri

[2] PIFIAK KESATU akan melakukan pen.vetoran ke kas negara melalui rekening
RPL atas komponen PNBP Fungsional.

[3J Pembayaran sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dan (2) Menyelesaikan
Proses Pembayaran paling lambat hari ke-3 (tiga) Sebelum IN I berjalan;

[4] PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru pada rekening RPL. gika ada) ke Kas Negara pada akhir
pelaksanaan pelatihan.



Pasal 7

Ketentuan Pa-iak

Pemba},slan pa-jak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Ke{a Sama ini

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-uindangan.

Pasal 8 Jangka
Wak;tu

Kontrak Kerja Sarra ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA

PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai'

Pasal 9
Sanksi

Apabila pARA pIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak

kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 10

Keadaan Kahar {Force Maieure)

{1} yang dimaksud keadaan kahar {Farce L{aieure} adalah peristir'va seperti:
- - 

bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-

hara, pe*ogoLai, plmberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada

hubun gan I angsung dengan penyel esaian kegiatan'

[Z] Apabiia terjaJi keadaan kahar (Force Maieure) sebagaimana dimaksud pada
' ' 

"i*(l) 
maka pihak yang terkena keadaan kahar (.Force Majeare)

wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang

mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang'

Pasal 11 Penyelesaian
Perselisihan

segala perselisih^n yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang

lanssung mempeng*rt i pelaksanaan Kontrak .I{erja Sama maka PARA PIHAK
akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat'

Pasal I2 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengatr kontrak ini wa3ib diberrkan secara

tertulis oleh PARA PII{AK dengan alamat sebagai berikut:



PIHAK KESATU
BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat

PIFIAK t(trDUA
SMP Negeri 3 Sikur

nnr/rrt\
Jalan Ga-jalrn,ada No 173 Jempong
Baru. Kec. Sekarbela, Kota Mataram
No I-elp (0370) 620870
Surel bgtkntb@ kerlendikdasmen. go. id

Lzluslimin" S.Pd
Solong [)esa
Pesanggragahan Kec.
Mt. Gading-Lotinr

Setiap perubahan dan penggantian dari alarnat-alamat tersebut di atas, r,la-;rb
diberitahukan secara tertulis oleh pihak _vang satu kepada pihak yang lain.

Pasal l3
Lain-lain

[1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti
D^I -+:l-^,- DI\,r grcl{.ttldl, r rvt.

[2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan
alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka
biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDIIA tidak dapat dikembalikan
dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14
Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup,
masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi
PARA PIHAK.

B Septernber 2425
PI[L\K KESATU

Viuir an-r rn ari lrar.van Prasetl, o

NtPi 986061720 t4041 003
231 ]2Ta49
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